BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

N0.483, 2009 DEPARTEMEN KEHUTANAN. Kebijakan.
Bidang Kehutanan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.70/Menhut-11/2009
TENTANG

8 (DELAPAN) KEBIJAKAN PRIORITAS BIDANG KEHUTANAN DALAM
PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL KABINET

INDONESIA BERSATU I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
SK.456/Menhut-11/2004 tanggal 29 November 2004 telah
ditetapkan 5 (lima) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan
Daam Program Pembangunan Nasiona Kabinet Indonesa
Bersatu;

b. bahwa dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Hutan bagi
terealisasinya Program Pembangunan Nasional Kabinet
Indonesia Bersatu Il yang menjadi landasan dan pedoman
bagi pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten serta pelaku
pembangunan kehutanan lainnya, maka diperlukan 8
(delgpan) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam
Program Pembangunan Departemen Kehutanan;

c. bahwa dengan mempertimbangkan permasalahan yang
berkembang, dipilih 8 (delapan) kebijakan sebagai prioritas
pelaksanaan tugas pokok dan fungs Departemen Kehutanan
sebagal program lanjutan untuk meneruskan 5 (lima)
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Mengingat

1

Kebijakan Prioritas Bidang K ehutanan yang telah dijalankan
tahun 2005 - 2009;

. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu

menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang 8
(delgpan) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam
Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu
1.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservas
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor
3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan menjadi  Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4412);,

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007



10.

11.

12.
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Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4452);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4453);

Peraturan Pemerintan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4814);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Proving dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesa
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasona (RTRWN)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang
Rehabilitass dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Il;

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-11/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan
yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-11/2008 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG 8

(DELAPAN) KEBIJAKAN PRIORITAS BIDANG
KEHUTANAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN
NASIONAL KABINET INDONESIA BERSATU II.

Pasal 1

Menetapkan 8 (delgpan) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program
Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu |1 untuk dijadikan pedoman
bagi seluruh aparat dan Instansi Departemen Kehutanan baik Pusat maupun
Daerah.

8

Pasal 2
(delapan) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program

Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu |l sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, meliputi :

1.
2.

© N o Ok~ ow

Pemantapan Kawasan Hutan.

Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungal
(DAYS).

Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan.
Konservas Keanekaragaman Hayati.
Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan.
Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan.
Mitigasi dan Adaptas Perubahan Iklim Sektor Kehutanan.
Penguatan Kelembagaan K ehutanan.

Pasal 3

Pejabat Eselon | lingkup Departemen Kehutanan wajib menyusun petunjuk
pelaksanaan 8 (delapan) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program
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Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu Il sesua tugas pokok dan
fungsinya

Pasal 4

Para gparat dan Instanss Kehutanan baik di Pusat maupun di Daerah serta
pelaku lainnya wajib melaksanakan 8 (delgpan) Kebijakan Prioritas Bidang
Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu
1.

Pasal 5
Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setigp orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 7 Desember 2009
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 10 Desember 2009
MENTERI HUKUM DAN HAM

REPUBLIK INDONESIA

PATRIALISAKBAR



